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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI SAMPANG, 
 

 
Mengingat : a. bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi tanah berupa uang 

perlu mencantumkan nominal angka sehingga Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Aset Desa perlu dilakukan penyesuaian; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 8    Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Aset Desa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia        Nomor 2730); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic 
Indonesia Nomor 4400); 
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  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); 
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun   2023   tentang    Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2          Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023    Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80           

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019            

Nomor 157); 
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
IndonesiaTahun 2016 Nomor 53);   
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  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2); 

  13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 55); 

  14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2019 Nomor 8); 

  15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 126 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 126). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG 
PENGELOLAAN ASET DESA. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8          
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 36 
(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud    

Pasal 33 Ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah 
pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang 
relative sedikit atau uang ganti rugi kecil dapat 
digunakan selain tanah. 

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 
ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,-; 
(Dua Puluh Juta Rupiah); 

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimasukkan dalam kas desa dan ditetapkan dalam 
APBDesa. 
 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
Ditetapkan di : Sampang 
Pada tanggal  : 10  Januari  2025 

 

Pj. BUPATI SAMPANG, 
 
 
 

Rudi Arifiyanto 
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Diundangkan di :   Sampang 

pada tanggal :   10 Januari 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 
 

 

 
Yuliadi Setiyawan 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 1 
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